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BUPATI MELAWI 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI MELAWI 

NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 

PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN 
AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAWJ 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MELA WI, 

imbang 

gingat 

l 

a. bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan 
praktik pengelolaan Barang Milik daerah, perlu dilakukan 
penyempumaan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2015 
tentang Penetapan Umur Ekonomis dan Akumulasi Penyusutan 
Aktiva Tetap; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 27 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, 
penetapan nilai Barang Milik Negara/Daerah dalam rangka 
penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan dengan 
berpedoman pada Standar akuntansi Pemerintah; 

c. bahwa berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual, aset yang digunakan pemerintah termasuk aset tetap 
dan aset tak berwujud, mempunyai manfaat ekonomi yang perlu 
dilakukan penyusutan dan amortisasi untuk penyesuaian nilai 
sehubungan dengan penurunan manfaat ekonomi aset tak 
berwujud; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn 
huruf a, hurup b, dan hurup c terse but diatas, perlu ditetapkan 
Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dan 
Amortisasi Aset Tak Berwujud Kabupaten Melawi dengan 
Peraturan Bupati Melawi. 

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 
PembentukanKabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di 
Propinsi Kalimantan Baral (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4344); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679; 

3.Peraturan.. 
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Ten tang 
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang 
Pemyusutan Barang Mi1ik Negara Berupa Aset Tetap Pada 
Entitas Pemerintah Pusat; 

4. Peraturan Bupati Melawi Nomor 26 Tahun 2007 tentang Sistem 
dan Prosedur Pengclolaan Keuangan Daerah Kabupaten Melawi 
(Serita Daerah Kabupaten Mclawi Tahun 2007 Nomor 182); 

5. Peraturan Bupati Melawi Nomor 19 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah kabupaten Melawi 
Berbasis Akrual; 

MEMUTUSKAN 

PENETAPAN PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA 
ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD 
KABUPATEN MELAWI 

BAGIAN 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

\ 

r: 
Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

aerah adalah Kabupaten Melawi. 

I Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

' Bupati adalah Bupati Melawi. 

Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati 

'D "wan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga 
Prwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 
Pem ­ enntahan daerah. 

i 
). Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi. 

kre s Daerah adalah pengelola barang milik daerah. 



_co---Ebe. 2' 

~Iota barang milik daerah yang selanjutnya discbut sebagai Pengelola Barang 
""j pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi a iaan barang milik daerah. 
pen8° 

pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik 
Aaerah. 

guasa pengguna barang milik daerah adalah kepala unit kerja atau pejabat yang 
" tunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam 

enguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah 
aerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi 
dan/atau sosial di masa de pan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah 
daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk 
sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi 
masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah 
dan budaya. 

• Barang Milik Oaerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya 
yang sah, yang berada dibawah pengurusan atau penguasaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (SKPD) serta unit-unit dalam lingkungannya. 

3. Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap yang selanjutnya disebut aset tetap adalah r bagian dari BMD yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah daerah yang 
mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai 
material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau 
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang diperoleh secara sah dari dana 
yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana di luar 
APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari 
rampasan. 

14. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran 
untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya hingga siap pakai, untuk 
meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam 
rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. 

5. Aset lainnya adalah aset Pemerintah Oaerah selain aset lancar, investasi jangka 
panjang, aset tetap dan dana cadangan. 

16. Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud adalah aset non keuangan yang 
dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk 
digunakan secara langsung maupun tldak langsung untuk kegiatan pemerintah 
daerah dalam mcnghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan 
lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hasil kajian/penelitian yang 
memberikan manfaat jangka panjang, Perangkat Lunak (software) Komputer, 
Lisensi, Waralaba (franchise), Hak Cipta (copyright), paten, dan hak atas kekayaan 
intelektual lainnya. 

h.p crangkat Lunak (Software) Komputer adalah software yang bukan merupakan 
agian tidak terpisahkan dari perangkat keras (hardware) komputer tertentu, 
hingga dapat digunakan dikomputer atau jenis hardware lainnya. 

' "Waralaba (Franchise) adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak 
:ernnafaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intclektu�I atau 
['Tuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak laindengan suatu imbalan 
,"Sarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka 
yedit . aan dan atau penjualan barang dan jasa. 

I9Mak.. 



Cipta (�opyright) adalah hale. eksklusif yang diberikan kepada pemegang h�., 1 ""__yang timbul sccara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu " c"~e, berupa setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 
ciP' yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan 

! Astra . " ' ' • " rampilan, atau kcahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata, dan/atau ; 
!ipublikas1kan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 1 
teensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik 

} %k Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya 
atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. 

ak Paten adalah hak ekslusif yang diberikan Negara kepada seorang secara sendiri 
~tau beberapa Oranng yang sccara bersama-sama melaksanakan ide yng 
dituangkan ke dalam kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang 
teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurna. 

• Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud, yang selanjutnya 
disebut Amortisasi, adalah alokasi harga perolehan Aset Tak Berwujud secara 
sistematis dan rasional selama masa manfaatnya, yang hanya dapat diterapkan 
atas Aset Tak Berwujud yang memiliki masa manfaat tcrbatas. 

• Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat 
disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. 

• Bcban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 
pelaporan yang menurunkan ckuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 
konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

5. Masa manfaat adalah: 
a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan 

dan/atau pclayanan publik; atau 
b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperolch dari aset untuk 

aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; 
c. Periode yang dimaksud dalam pasal l ayat 22 (a) adalah masa manfaat yang 

dicatat dalam satuan bulan dan dihitung 1 (satu) bulan setelah barang 
diperoleh. 

f. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa 
manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. 

• Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang tclah dan yang masih 
wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib 
diberikan untuk mcmpcrolch suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi 
sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk 
dipergunakan. 

8. Nlai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari 
biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. 

8. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang 
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. 

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan 
modal yang sifatnya menambah aset tetap dan aset lainnya memberikan manfaat 
lbih dari 1 (satu) periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran 
ntuk biaya perbaikan dan biaya pemeliharaan yang sifatnya menambah masa 
anfaat, meningkatkan volume, kapasitas dan kualitas aset, perolehan tersebut 
niatkan bukan untuk dijual. 

( 



dalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada 
iba"__s Daerah. Dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar 
amen"_, paerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa i erintan . D Pe' oleh penggantan. 
~emP 

ar menukar barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik T" sang akan dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, 
d_, pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Pihak lain, 
gan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan 

~ilai seimbang. 

, pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang 
' Aaerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya dan I berhasil guna. 

Perbaikan adalah penggantian dari sebagian aset berupa renovasi, restorasi dan 

I. overhaul, sehingga mengakibatkan peningkatan kualitas, kapasitas, kuantitas dan 
atau umur namun tidak termasuk pemeliharaan. 

< Penambahan adalah pembangunan, pembuatan dan atau pengadaan aset tetap 
yang menambah kuantitas, volume dan nilai dari aset tetap yang telah ada tanpa 

f merubah klasifikasi barang. 

6. Reklasifikasi adalah perubahan aset tetap dari pencatatan dalam pembukuan 
karena perubahan klasifikasi. 

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengarnh transaksi dan 
peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi, tanpa memperhatikan 
saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. 

BAGIAN II 
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa 
Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Melawi, yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang dan Pengguna 
Barang, termasuk yang sedang dimanfaatkan dalam rangka pcngelolaan Barang 
Milik Daerah. 

4set Tetap yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang sebagaimana 
' dimaksud pada ayat (!) merupakan Aset Tetap yang tidak digunakan untuk 

kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah yang diserahkan 
kepada Pengelola Barang (Ase! Idle}. 

Bagian Kedua 
Maksud dan Tujuan 

Pasal 3 
'enetapan Penyusutan Aset Tetap di lingkungan pemerintah daerah kabupaten 

Melawi untuk: 
"yajikan nilai Aset Tetap sccara wajar sesuai dengan manfaat ckonomi aset 

alam laporan keuangan Pemerintah Daerah; m ""getahui potensi Barang Milik Daerah dengan memperkirakan sisa Masa 
[laat suatu Barang Milik Daerah yang masih dapat diharapkan dapat 
Proleh dalam beberapa tahun ke depan; 

c. memberikan.. 

4 



--------' ·� -,,____s__ �,. ·'li.....,.­­­�·� ·­·��"­'·�­­­� · '�·-·•c · _,��-�- • 
~emberikan bentuk pendekatan yang lcbih sistematis dan logis da1a# 
~enganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti 
atau menambah Aset Tetap yang sudah dimiliki. 

' i 
pengaturan Amortisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) meliputi: 

pl objek Amortisasi; 
$ aiiai aset tak berwujud yang dapat diamortisasi; 

masa manfaat; €. • 
• metode mmortisasi; 
e. penghitungan dan pencatatan; dan 
f. penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan. 

Amortisasi Aset Tak Berwujud dilaksanakan untuk: ~ menyajikan nilai Aset Tak Berwujud secara wajar sesuai dengan manfaat 
ekonomi Aset Tak Berwujud dalam Laporan Kcuangan Pemerintah Kabupaten 
Melawi; 

b. mengetahui potensi Aset Tak Berwujud dengan memperkirakan sisa Masa 
Manfaat suatu Aset Tak Berwujuds yang diharapkan masih dapat diperoleh 
dalam beberapa tahun ke depan; 

c. memberikan bentuk pendckatan yang lebih sistematis dan logis dalam 
menganggarkan belanja pemeliharaan atau belanja modal untuk mengganti atau 
menambah Aset Tak Berwujud yang sudah dimiliki. 

BAB Ill 
AKUNTANSI ASET TETAP 

Pasal 4 

1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam 
aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: 
a. tanah; 
b. peralatan dan mesin; 
c. gedung dan bangunan; 
d. jalan, rrigasi, dan jaringan; 
e. aset tetap lainnya; dan 
f. konstruksi dalam kengerjaan. 

(21 Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan 
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi 
siap dipakai. 

3 Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat 
elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya 
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi 
siap pakai. 

$] Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh 
dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalarn 
kondisi siap dipakai. 

) Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah dan dalam kondisi 
Slap dipakai. 

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam 
clompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. 

' 9nstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses 
Pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 

(8)Aset... 
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tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah tid%e 
g"_ uhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan 
a?'.ercatatnya. mil@' 

Pasal 5 

1/,i untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi 
ll iteria: . 

a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan 

4. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau 
4gerahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. 

Pasal 6 

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan 
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap 
didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. 

I Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset clan 
dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya 
perolehan. 

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai 
wajar pada saat aset tersebut diperoleh. 

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap 
yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun untuk 
periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, 
suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan 
tidak ada. 

3 Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, 
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung 
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat 
bekerja untuk penggunanaan yang dimaksudkan. 

1 Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu 
periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan 
dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset terscbut 
selesai dan siap dipakai. 

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan 
ditentukan dengan mcngalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan 
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. 

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran scbagian aset 
tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur 
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat 
@set yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas 
Yang ditransfer/diserahkan. 

" Suatu aset tetap dapat dipcroleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa 
Jang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu 
@Set tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang 
Pa. Dalam keadaan terscbut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui "am transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat 

anying amount) atas aset yang dilepas. 
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. 
( ,etetap yang diperoleh dari sumbangan (do. ~ 319 ')/lo) �da saat perolehan. onasi) harus dicatat sebesar nilai wajar 
I 
] Pasal7 

pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset te manfaat atau yang kemungkinan besar __"tap yang memperpanjang masa 
akan datang dalam bentuk kap isitas 'emberi manfaat ekonomik di masa yan% 
aerja, harus ditambahkan ~~~~;"""" produksi, ata peningkatan stain~at ercat aset yang bersangkutan. 

\ 

. 
Pasal 8 } 

Aset tetap disajikan berdasarka B; kumule s an aya perolehan aset tetap tersebut dikurangi ka b 1.881 akpenyu5utan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian emoan, m a aset aka di 'i . 
» an nsajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun g aset tetap dan akun diinvestasikan dalam aset tetap; 

BAB Iv [ 
MASA MANFAAT 

Pasal 9 
pl Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap dilakukan dengan memperhatikan faktor- 

faktor prakiraan: 
a. daya pakai; 
b. tingkat keausan fisik dan/atau keusangan; 
c. ketentuan hukum atau batasan scjenis lainnya atas pemakaian aset, dari Aset 

Tetap terscbut. 

] Penetapan Masa Manfaat Aset Tetap pada penerapan penyusutan dilakukan untuk 
setiap kelompok Aset Tetap, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai kodefikasi Barang Milik Daera. 

3 Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan. 

4 Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan Masa 
Manfaat Aset Tetap dapat dilakukan dalam hal. 
a. terjadi perubahan karakteristik fisik/ penggunaan Aset Tetap; 
b. terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas 

manfaat; 
c. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap yang baru 

diketahui di kemudian hari. 

Pasal 10 

l) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan untuk setiap unit Aset Tetap. 
d Penentuan Masa Manfaat Aset Tetap scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam 
Tabel Masa Manfaat Aset Tctap yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 11 

»o» a» Ao he as mamba» rz;;~."LL., 
anfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat () 1uru 
lanfaat Aset Tctap yang bersangkutan. 

% ti it: "rbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliput 
; novas±, 

Festorasi; atau 
¢.overhad 



·.: ( overha.Ul, c. 
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I 

genovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ~~aambahan, perbaikan, dan/atau pengganitan bagian Aset Te [.,, """ 
~eningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas. p gan ma «sud 

] .ba 4 Restorasi scbagamana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan 
perbaikan Aset Tetap yang rusak dengan tetap mempertahankan arsitckturat 

g Overhaul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan 
penambahan, perbaikan, dan/atau penggantian bagian peralatan mesin dengan 
maksud meningkatkan Masa Manfaat, kualitas dan/atau kapasitas. 

g Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap akibat adanya perbaikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset 
Tetap Akibat Perbaikan yang disajikan dalam Tabel Masa Manfaat Aset Tetap Akibat 
Perbaikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 12 
1rl Masa Manfaat Aset Tetap dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna Barang 

dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tetap dengan 
kondisi Aset Tetap. 

r) Usulan perubahan dalam rangka kesesuaian sisa masa manfaat aset tetap dengan 
kondisi Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terjadi 
sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi penyebab sisa Masa 
Manfaat Aset Tetap tidak sesuai dengan kondisi Aset Tetap. 

3] Perubahan Masa Manfaat Aset Tetap ditetapkan oleh Bupati, setelah terlebih 
dahulu berkoordinasi dengan Instansi terkait. 

BAB V 
OBJEK PENYUSUTAN 

Pasal 13 

l] Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa: 
a. gedung dan bangunan; 
b. peralatan dan mesin; 
c. jalan, irigasi, dan jaringan; 
d. aset tetap lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern; dan 
c. aset tetap yang direklasifikasikan sebagai Asel Lainnya. 

l Aset Tetap yang direklasifikasikan scbagai Aset Lainnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) huruf ce berupa: 
a. aset kemitraan dengan Pihak Ketiga; 
b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan, termasuk BMD 

idle; 
C. BMD eks BMD idle pada Pengelola Barang. 
d. Penyusutan tidak dilakukan terhadap: 

Pasad... 

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan 
!"lah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan 
"wenangannya untuk dilakukan penghapusan; , 

aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan 
"pada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai dengan keenangannya 

, tuk dilakukan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusa 
@set tetap renovasi yang tidak menambah Masa Manfaat. 

I 
l 



Pasal 14 
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,~et Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sumber yang sa 
an telah diusulkan kcpada Pengelola Barang atau Pengguna Bari $s; {:%.7 73""3;" «a »a»ii»so .Fiona« aid 
a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang; 
• tidak lagi disajikan dalam Neraca; 
• diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

lpl Oalbam agru·m hal anaAsetd1 · Tmeaktap s ydang tdelah direk.la ( sifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang 
set ue pata ayat I) huruf a telah terbit keputusan 
penghapusannya, maka Aset Tetap tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang. I 

9l 

Terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3): 
a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tetap tersebut perlu 

dilakukan penilaian setelah Aset Tctap bersangkutan ditemukan kembali; 
b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi penyusutan 

atas Aset Tetap tersebut disajikan sebcsar nilai akumulasi penyusutan saat 
sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi 
penyusutan sclama periode dimana Aset Tetap bersangkutan dicatat pada Daftar 
Barang Hilang. 

BAB VI 
NILA! YANG DAPAT DISUSUTKAN 

Pasal 15 

t 
Nilai yang dapat disusutkan pertama kali merupakan nilai buku per 31 Desember 
2014 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2014. 

Nilai buku sebagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan nilai yang tercatat 
dalam pembukuan. 

Untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2014, nilai yang dapat 
disusutkan adalah nilai perolehan. 

Dalam hal nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, 
digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. 

Pasal 16 

l Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap scbagai akibat penambahan 
Pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan 
Pengurangan terscbut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. 

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuh 
riteria sebagaimana diatur dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupater 
Mela. 

Pasal. 

Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sumber 
yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang di 
kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tetap terscbut disusutkan 
sebagaimana layaknya Aset Tetap. 

atau 
atau 



Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) mempengaruhi nilai 
Penyusutan dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka 
penycsuaian dilakukan pula terhadap Ekuitas. 

\ 

I 
l 

382 Pasal 17 ( 
I s.laJJl hal terjadi perubahan nilai Aset Tet b · aki 
II/ O disebabkan oleh kesalahan d I ap seagai ibat koreksi nilai Aset Tetap 

van8 e aka ta. 1alam pencantuman nilai yang diketahui ii I kernud1an an, m a dilakukan penyesuaian terhada p 

I but ap enyusutan Aset Tctap terse! . 

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi penyesuaian atas: "" a. nilai aset tetap yang dapat disusutkan; dan ' 

I b. nilai akumulasi penyusutan; dan ' 
c. bcban penyusutan. 

• 
Pasal 18 

Dalam hal terjadi perubahan nilai Penyusutan Aset Tetap yang berpcngaruh 
terhadap Laporan Keuangan periode sebelum tahun anggaran berjalan, maka 
dilakukan penyesuaian terhadap akun Akumulasi Penyusutan dan akun Ekuitas. 

Pasal 19 

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap 
tanpa ada nilai residu. 

r) Nilai residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai buku suatu Aset 
Tetap pada akhir Masa Manfaat. 

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku Tahunan, kecuali untuk 
penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan 
sebelum diberlakukannya penyusutan. 

I 

I 
BAB VII 

METODE PENYUSUTAN 
Pasal20 

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. 

Penyusutan dihitung satu bulan setelah aset di peroleh berdasarkan tanggal Berita 
Acara Serah Terima atau tanggal perolehan aset tersebut. 
Metode garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 
mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap 
tahun selama Masa Manfaat. 
Penyusutan per periode = Nilai yang dapat disusutkan 

Masa manfaat 
Penyusutan per periode merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap suatu 
Periode yang dihitung pada akhir tahun. 

BAB VIII 
PENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

Pasal 21 

PPenghitungan dan 
Choo, &8na Barang. 

pencatatan Aset Tetap dilakukan pada tingkat Penyusutan 

(2)Penghitungan... 



f:
ghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan oleh pengu��, 

'arang, di lingkungan Pengguna Barang. 

il penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh 
~engurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihimpun oleh Pengguna 
Baran£. 

Hasil penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap yang dilakukan oleh 

II�) penggui:ia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil penghimpunan 
yang dilakukan oleh Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun oleh Pengelola Barang. 

Pasal 22 
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk setiap Aset 
Tetap. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan 
dan pencatatan Aset Tetap diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Aset Tetap scpanjang 
aset terse but hanya dapat dipergunakan bersamaan dengan Aset Tetap lain. 

Penghitungan dan pencatatan terhadap Aset Tetap yang sebelumnya diperlakukan 
scbagai satu unit Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan 
dicatat secara sendiri-sendiri, nilai buku beserta akumulasi penyusutannya 
dialokasikan secara proporsional berdasarkan nilai masing-masing Aset Tetap, 
untuk dijadikan nilai yang dapat disusutkan selama sisa Masa Manfaat. 

Pasal 23 
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir tahun. 

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dalam satuan mata 
uang Rupiah dengan pembulatan hingga satuan Rupiah terkecil. 

Penghitungan Penyusutan Aset Tetap dilakukan sejak diperolehnya Aset Tetap 
sampai dengan berakhirnya Masa Manfaat Aset Tetap. 

Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dalam Neraca dilakukan sejak diperolehnya Aset 
Tetap sampai dengan Aset Tetap tersebut dihapuskan. j 

I 

kumulasi Penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengurang 
Pos Aset Tetap dan pengurang nilai pos Ekuitas di Neraca. 

BABIX 
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Pasal 24 
Penyusutan Aset Tetap setiap tahun disajikan sebagai akumulasi penyusutan di 
Neraca periode berjalan. 

� Penyusutan Aset Tetap diakumulasikan setiap satu tahun. 

Akumulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalarn akun Akumulasi 
Penyusutan. 

11 

k Pasal 25 
�asi mengenai Penyusutan Aset Tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan 
, "&dan Catatan atas Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya memuat: 

Pila; Penyusutan: etoa, » 
e penyusutan yang digunakan; 



taat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan 
~asa " Bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode. 

e ~iai teroa 
} Pasal 26 

yang seluruh nilainya telah disusutkan secara teknis masih dapat 
set" ""{~, etap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan l' jmanfaa" ' 
~leumulasi penyusutannya. 

t Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (!) dicatat dalam kelompok Aset Tetap 
9l[, tungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang dan Catatan atas Laporan 

Keuangan. 

BABX 
KETENTUAN LAIN­LAIN TERKAIT ASET TETAP 

Pasal 27 

g) 
Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak serta 
penghapusan. 

Penghapusan terhadap Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Barang Milik 
Daerah. 

BAB XI 
AKUNTANSI ASET TAK BERWUJUD 

Pasal28 

Aset Tak Berwujud yang dimiliki dan/atau dikuasai pemerintah dapat dibedakan 
berdasarkan: 
a. jenis sumber daya; 
b. cara perolehan; 
c. masa manfaat. 

Berdasarkan jenis sumber daya, Aset Tak Berwujud pemerintah dapat berupa: 
a. Software komputer, adalah software yang bukan merupakan bagian yang tak 

terpisahkan dari hardware komputer tertentu sehingga dapat digunakan 
dikomputer lain, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan 
seperti flash disk, compact disk, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya; 

b. Lisensi dan franchise, lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik 
barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang 
atau jasa yang dilisensikan dan franchise merupakan perikatan dimana salah 
satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari 
kekayaan intelektual (HAK!) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan 
suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain 
tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa; 

c. Hak Paten dan Hak Cipta, diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan 
intelektual, pengetahuan teknis, suatu cipta karya yang dapat menghasilkan 
manfaat bagi entitas. Hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut 
dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya; 

d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, adalah 
suatu kajianatau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau 
Sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset; 
Aset Tak Berwujud yang mempunyai nilai sejarah/budaya, adalah film 
dokumenter/karya seni/budaya yang mempunyai manfaat ataupun nilai bagi 
Pemerintah ataupun masyarakat yang berarti aset tersebut mengandung nilai 
crtentu yang dapat mempunyai manfaat di masa depan bagi pemerintah; 

fAset 

merta dilakukan 



I 
I 

.·= 
nae Berwujud dalam Pengerjaan, adalah suatu kegiatan perolehan Aset Tak 

t "",~[ dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, 
',,j selesai dikerjakan dan menjadi Aset Tak Berwujud, belum memenuhi 
·", satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional 
�rnerintahan namun nantinya diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan 
0erasional Pemerintahan sehingga dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. 

Pasal 29 ,. 
• 

Pasal 30 

sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika : 
• Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang 

diharapakan atas jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud 
tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan 

b. biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal. 

Biaya untuk memperoleh Aset Tak Berwujud dengan pembelian terdiri dari: 
a. harga bcli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan 

potongan harga; 
b. setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset 

tersebut ke kondisi yang membuat aset terscbut dapat bekerja untuk 
penggunaan yang dimaksudkan. 

I 
)1 

Biaya - biaya perolehan Aset Tak Berwujud meliputi seluruh biaya yang 

I 
dikeluarkan untuk menjadikan aset tersebut dalam kondisi siap untuk beroperasi. 
Oleh karenanya, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan dan 
memanfaatkan Aset Tak Berwujud bukan merupakan bagian dari perolehan Aset 
Tak Berwujud. 

t 

I 

J] Biaya yang dapat diatribusikan secara langsung misalnya: 
ba. bb�aya stafyai:1g timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan· . aya profesional yang tir 1bul la ' 

d. ak m u secara langsung agar aset terscbut dapat gun .an; 
c. biaya pengujian twk un u menjarnin aset tersebut dapat berfungsi secara baik. 

4 Biaya yang bukan merupakan unsur Aset Tak Be , 
a. biaya untuk memperkenalan roau. """"ud misalnya. 

advertising dan promosi); Dr 1uk at u jasa baru (termasuk biaya 
b. biaya untuk melaksanakan operasi pada lokas; 

pemakai (user) baru atas suatu jasa (misaln ,_aru atau schubungan dengan 
c. biaya administrasi umum lainnya. Inya aya pelatihan pegawai); 

BAB XII 
OBJEK AMORTISASL 

Pasal 31 

l 

l Amore r ten,""sr iilakukan terhadap Aset Tak Be , 
las, antara lain mcliputi: crwujud yang mcmiliki Masa Manfaat 

P""angkat lunak (software) komputer; usensi; » 

d e. warafaba (Franchise)· · hak : ' e.,Pta (Copyright); dan 
ak paten. 

'to .. • «.,";"a aiakukan teraaap. 
j Berwujud yang di: ike ,: ah sesuai de 1nyatakan hilang berdasarkan dokume , Cipta cngan ketentuan peratu en sumber yang ..,"verieni aan tea trust.",,{";";"?:unansan r bane ai 

pe,, 'S Ssuai dengan ketentu: Pe gelola Barang atau Pengguna 
leeasian kewenangan, an[," """an perundangundangan ar ii.n 

» taruran penghapusannya; dan 



A .. et Tak Bcrwujud dalnm ka,,d· . .NI 
b. ' ke us usang d / queulkan kepada Pengelola Barn 1an, atau rusak berat yang ·lah an per t '& atau Peng tela 

etentu peraturan perundang-u d 'Una Barang sesuai d 
ewenangan, untuk dilakuk, "bndangan di bidang penaa."8an 
ghapusan. pemindahtanganan, :gas1an pe8' 's" pemusnahan, atau 

Pasal 32 

set Tak Berwujud yang dinyatakan hilan .:. 
+. 

'~eat (2) huruf a: g sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
direklasifikasi ke dalam Daftar Barans t 

_ 

udak lagi disajikan datam Nerace. "' lHlang; 
• diungkapkan dalam Catatan atas Lar s poran Keuangan. 

, Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah di .a • 

Hilang sebagaimana dimaksud ,,"h lireklasifikasikan ke dalam Daftar Barang 
penghapusannya, maka Aset ,"" ayat (1) huruf a telah terbit kepurusan 
Hilang. ta erwujud terseut dihapus daari Daftar Barang 

Pasal 33 

J Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b: rusak berat sebagaimana 
a. direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Be it; 
b. tidak lagi disajikan dalam Neraca· dan erat, 
c. diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. 

) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang telah direklasifikasi ke dalam Daftar Barang 
Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a telah terbit keputusan 
penghapusannya, maka Aset Tak Berwujud tersebut dihapus dari Daftar Barang 
Rusak Berat. 

Pasal 34 

I) Dalam hal Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan scbelumnya telah 
diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pendelegasian 
kewenangan, di kemudian hari ditemukan, maka terhadap Aset Tak Berwujud 
tersebut: 
a. direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tak Berwujud; 
b. diamortisasi sebagaimana layaknya Asel Tak Berwujud. 

2) Perlakuan terhadap Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang dan telah diusulkan 
penghapusannya sebagaimana dimaksud pada ayat {l): 
a. dalam hal memiliki bukti kepemilikan, maka atas Aset Tak Berwujud tersebut 

perlu dilakukan penilaian setelah Aset Tak Berwujud tersebut ditemukan; atau 
b. dalam hal tidak memiliki bukti kepemilikan, maka nilai akumulasi Amortisasi 

atas Aset Tak Berwujud terscbut disajikan sebesar nilai akumulasi Amortisasi 
saat sebelum dilakukan reklasifikasi ke Daftar Barang Hilang dan akumulasi 
Amortisasi selama periode dimana Aset Tak Berwujud tersebut dicatat pada 
Daftar Barang Hilang. 

BAB XIII 
NILAI ASET TAK BERWUJUD YANG DAPAT DIAMORTISASI 

Pasal 35 

l) N;ya% de At dilakukan Amortisasi pertama kali merupakan nilai buku per 3l 
lai yang lapat Il di leh sampai dengan 3l 

Desember 2014 untuk Aset Tak Berwujud yang 1peroie 

Desember 2014. 



.­­'"­���� ­·­·= '• � •­ � ­ ··:z · ····­­�­ � ···. _:..­ .)',•., 
,, sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan nilai yang tercatat 

: bu# 

" abuauan. j 
t Tak Berwujud yang diperoleh setelah tanggal 31 Desember 2014, nilai } 

~at ", namortisasi merupakan nilai perolehan. 
~ag dapa 
' al nilai perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui, pal,~ nilai taksiran yang merupakan nilai estimasi yang didasarkan pada 

"lean venesuna Barans 

Pasal 36 

palam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penambahan 
tau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud, maka penambahan 

tau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan 
Amortisasi. 

Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tak Berwujud 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penambahan dan pengurangan yang 
memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. 

Pasal 37 

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat penurunan 
nilai, maka pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat dilakukan 
Amortisasi. 

Penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nilai tercatatnya 
melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali, antara lain akibat adanya penurunan 
nilai pasar, manfaat ekonomi yang diharapkan diperoleh tidak dapat diperoleh, 
perubahan teknologi yang menyebabkan Aset Tak Berwujud tidak dapat 
dimanfaatkan, dan perubahan kebijakan penggunaan sistem. 

Pasal 38 

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagai akibat koreksi nilai 
Aset Tak Berwujud yang diketahui di kemudian hari, maka perlu dilakukan 
penycesuaian terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud tcrsebut, yang mcliputi: 
a. nilai Aset Tak Berwujud yang dapat dilakukan Amortisas 
b. nilai akumulasi Amortisasi; dan 
e. nilai beban Amortisasi. 

') Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempengaruhi nilai 
Amortisasi dalam Laporan Keuangan tahun anggaran yang lalu, maka penyesuaian dilakukan pula terhadap akun ckuitas. y 

Pasal 39 

Dalam hal terjadi perubahan nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud yang berpengaruh 
terhadap Laporan Keuangan periode sebetum tahun anggaran bar%it,,, tu~, 
dilakukan penyesuaian terhadap akun akumulasi Amortisasi dan akun ekuitas. 

Pasal 40 

:enen�uan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit Aset Tak ?'ujud tanpa adanya nilai residu. r!"' residu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan nilai buku suatu Aset ,Derwujud pada akhir Masa Manfaat. 
Wai yang dapat diamortisasi didasarkan pada nilai buku tahunan. 

(4)Dikeeunlikan... 



...2. 

pjkecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaks ­­owe 
Amortisasi pertama kali, nilai yang dapat diamon;_ d pada ayat (3), untuk ' 
qir tahun pembukuan sebelum diberlaku.. F sasi didasarkan pada nilai buku a .annya Amortisasi. 

BAB XIV 
MASA MANFAAT 

Pasal 41 

Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dilakukan faktor prakiraan: ' Al dengan memperhatikan 
a. daya pakai; 
b. tingkat keusangan; dan 
c. ketentuan hukum atau bata · · I · 

Tak B . d san SeJems amnya atas pemakaian aset dari Aset erwuju tersebut. 

""""P" Masa Manfaat Aset Tak Berwujud pada awal penerapan Amortisasi 
lakukan untuk setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud, sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penggolongan dan 
kodefikasi BMD. 

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak dapat dilakukan perubahan. 

Dikecualikan dari ketentuan scbagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahan 
Masa Manfaat Asct Tak Berwujud dapat dilakukan dalam hal: 
a. terjadi pengembangan Aset Tak Berwujud yang menambah Masa Manfaat atau 

kapasitas manfaat; atau 
b. terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud yang 

baru diketahui dikemudian hari. 

Pasal 42 

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan untuk setiap unit Aset Tak Berwujud 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (I). 

Penentuan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dengan berpedoman pada Masa Manfaat Aset Tetap yang disajikan dalam 
Tabel Masa Manfaat Aset Tetap yang tercantum dalam Lampiran lll yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 43 

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud dapat diusulkan untuk diubah oleh Pengguna 
Barang dengan mempertimbangkan kesesuaian sisa Masa Manfaat Aset Tak 
Berwujud dengan kondisi Aset Tak Berwujud. 

Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ha! 
tcrjadi sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan menjadi pcnycbab sisa 
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud tidak sesuai dengan kondisi Aset Tak Berwujud. 

t Aset Tak Berwujud ditetapkan oleh Sekretaris Daerah Z ";:, "%a.on» a»au.co«radio 

Masa manfaat aset tak berwujud. 

BAB XV 
MET'ODE AMORTISASL 

Pasal 44 

akan metode garis lurus. 
:. 'ilakukan dengan meng 

Amortisasi Aset Tak Berwujud dil 
Mentoi. 

l 
I 



4i 

Masa Manfaat 

h ea de gans turus sebagaim t.. t.ld.owe ' 
Met Acasikan ·ile: ana dimake ± engalok s nla yang dapat di. Sc pada ayat [, t " ra merata setiap tahun setama ~,""ukan Amortisair a[/',lakukan den@an 
st 1asa Manfaat s set Tak Berwujud 
~chitungan atas metode gans 1 
[akukan untuk mendapatkan s,,_'Hus sebagaimana dimak "_cut: ilai Amortisasi per perioa Ssud pada ayat () 

Lortisasi per periode = Nilai yang a% ~_ 
·· dengan formula sebagai 

& lapat diamortisasit 

PI BAB XV 
ENGHITUNGAN DAN PENCATATAN 

Pasal 45 
penghitungan dan pencatatan Amo . , 
tingkat Kuasa Pengguna Baran% rtisasi Aset Tak Berwujud dilakukan paa 

Penghitungan dan pencatatan Amor. , 
Pengguna Barang. tisasi Aset Tak Berwujud dilakukan oleh Kuasa 

Dalam hal di lingkungan Kua p 
penatausahaan, penghit asa engguna Barang dibentuk unit pembantu 
dilakukan olch a,, 'ngan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud pembantu penatausahaan. 

iasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan 
"}Ht pembantu penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihimpun olet. uasa Pengguna Barang. 

Hasil penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud yang dilakukan 
oleh Kuasa Pengguna Barang scbagaimana dimaksud pada ayat (2) dan hasil 
penghimpunan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dihimpun oleh Pengguna Barang. 

Pasal 46 

Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan untuk 
setiap sub kelompok Aset Tak Berwujud. 

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pcnghitungan 
dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud diperlakukan sebagai 1 (satu) unit 
Amortisasi Aset Tak Berwujud sepanjang aset tersebut hanya dapat dipergunakan 
bersamaan dengan Aset Tak Berwujud lainnya. 

Penghitungan dan pencatatan terhadap Amortisasi Aset Tak Berwujud yang 
sebelumnya diperlakukan sebagai 1 (satu) unit Arnortisasi Aset Tak Berwujud 
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal akan dicatat secara sendiri-sendiri, 
nilai buku beserta akumulasi amortisasinya dialokasikan secara proporsional 
berdasarkan nilai masing-masing Aset Tak Berwujud, untuk dijadikan nilai yang 
dapat diamortisasi selama sisa Masa Manfaat. 

Pasal 47 

Penghitungan dan pencatatan Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan setiap akhir 
tahun tanpa memperhitungkan adanya nilai residu scbagaimana dimaksud dalam 
Pasal 39 ayat (1). 

; Amortisasi Aset Tak Berwujud dilakukan dalam 
Penghitungan dan pencatatan ,bulatan hingga satuan Rupiah terkecil. 
satuan mata uang Rupiah dengan pem 

., .. .: 3erwuiud dilakukan sejak diperolehnya Aset Tak 
Penghitungan Amortisasi Aset Tak h° ,~Manfaat Aset Tak Berwujud. 
Berwujud sampai dengan berakhirnya 1as@ 

(4) Pencatatan... 



pencatatan Amortisasi 
Aoerolehnya Aset Tak 
4hapuskan. 

.0l%..-"%%,, 
Aset Tak Berwujud dale ~, .2 
Berwujud sam » d lam Neraca dilakukan sejak 

par tengan Aset Tak Berwujud tersebut 

BAB XVII 
PENYAJIAN DAN PENGUNGKAPAN 

Pasal 48 

Amortisasi Aset Tak Berwujud setiap tahun di ·ike bx ·+ 

b b . . ISaJt an se aga1· 
a. eban amortisasi dalam Laporan Operasinal (LO) titas aku ;ya , 

pelaporan; dan enuts mntansi/entitas 

b. akumulasi amortisasi dalam Neraca entitas akuntansi/ entitas pelaporan, 
berdasarkan Standar Akuntansi Permerintah (SAP) Berbasis AkruaJ. 

Akumulasi Amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b merupakan 
faktor pengurang atas nilai Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam Neraca. 

Pasal 49 

Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagairnana dirnaksud 
dalam Pasal 39 ayat (1): 
a. akumulasi Amortisasi disajikan dalam Neraca; dan 
b. perubahan ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). 

Penyesuaian atas perubahan nilai Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 39 ayat (2): 
a. beban Amortisasi disajikan dalam Laporan Operasinal (LO); 
b. akumulasi amortisasi disajikan dalam Neraca; dan 
c. perubahan ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 

Pasal 50 

Informasi mengenai Amortisasi Aset Tak Berwujud diungkapkan dalam Catatan 
atas Laporan Barang Milik Negara dan Catatan atas Laporan Keuangan yang 
sekurang- kurangnya memuat: 
a. nilai Amortisasi periode berjalan; 
b. periode Amortisasi; 
c. metode Amortisasi yang digunakan; 
d. masa Manfaat atau tingkat Amortisasi yang digunakan; 
e. nilai tercatat bruto dan akumulasi Amortisasi pada awal dan akhir periode; dan 
f. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, 

termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud. 

Pasal 51 

1) Aset Tak Berwujud yang seluruh nilainya telah dilakukan Amortisasi dan secara 
teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di Neraca dengan menunjukkan 
nilai perolehan dan akumulasi amortisasinya. 
Aset Tak Berwujud scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam akun Aset 
Tak Berwujud dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Barang Milik Negara 
dan Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 52 

II) seluruh nilainya telah diamortisasi tidak serta merta Aset Tak Berwujud yang 
dilakukan penghapusan. 

(2) Tak Be ·jud sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
Penghapusan terhadap Aset """", ,dangan di bidang pengefotaan BMD. 
mengikuti ketentuan peraturan peruncang 

BAB... 



BAB XIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 53 

gaat Peraturan Bupati ini diberlakukan: 
",_ Tetap yang diperoleh sebelum diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap, 
qeenakan koreksi Penyusutan Aset Tetap. 
Koreksi Penyusutan Aset Tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a: 

a. diperhitungkan sebagai penambah nilai akun Akumulasi Penyusutan dan 
pengurang nilai ekuitas pada neraca; 

b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya 
penyusutan; 

c. dikecualikan untuk Aset Tetap yang sudah dihapuskan sebelum 
diberlakukannya Penyusutan Aset Tetap. 

Aset Tak Berwujud yang diperoleh sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak 
Berwujud,dikenakan koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud. 
Koreksi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud pada angka 1. 
a. diperhitungkan sebagai penambah nilai alum akumulasi Amortisasi dan 

pcngurang nilai ekuitas pada Neraca; 
b. diperhitungkan sebagai transaksi koreksi pada periode diberlakukannya 

Amortisasi; 
c. dikecualikan untuk Asel Tak Berwujud yang sudah dihapuskan pada akhir 

periode sebelum diberlakukannya Amortisasi Aset Tak Berwujud. 
Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak 
Berwujud pada Pemerintah Daerah yang dilakukan, dinyatakan tetap berlaku. 
Untuk penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Kabupaten Melawi Tahun 
Anggaran 2018 menyesuaikan dengan laporan ini. 

BAB XX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 54 

da saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 
015 Tentang Penetapan Umur ckonomis dan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 
icabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 55 

raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
ngan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Melawi. 

Ditetapkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal a28 cw 

Diundangkan di Nanga Pinoh 
Pada tanggal at vcod-u 2017 

\· SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,/14l 

_a. IYO TI US MULYONO 

BERITA DAERAH KABUPA[EN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 8 

2017 
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,PIRAN PERATURAN BUPATI MELAW 
NOMOR 48 
TANGGAL 83 Dee MI6p 

TAHUN 2017 
TAHUN 2017 TENTANG 

�NYUSUTAN BARANG MIUK DAERAH BERUPA ASETTETAP DAN 
MORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAW 

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP 

KODEFIKASL MASA MANFAA 
URAIAN (BULAN] 

I 3 2 Peralatan dan mesin 
I 3 2 01 Alat Besar 
I 3 2 01 01 Alat-alat besar darat 120 
I 3 2 01 02 Alat-alat besar apung 96 
I 3 2 01 03 Alat-alat besar bantu 84 
I 3 2 02 Alat-alat an tan 
I 3 2 02 01 Alat angkutan darat bermotor 84 
I 3 2 02 02 Alat angkutan darat tak bermotor 24 
I 3 2 02 OJ Alat angkut apung bermotor 120 
I 3 2 02 04 Alat angkut apung tak bermotor 36 
I 3 2 02 05 Alat angkut bermotor udara 240 
I 3 2 OJ Alat bengkel dan ukur 
I 3 2 03 01 Alat bc*cl bcrmcsin 120 
I 3 2 03 02 Alat bens el tak bermesin 60 
I 3 2 03 03 Alat ukur 60 
I 3 2 04 Alat rtanian 
I 3 2 04 01 Alat ngolahan 48 
I 3 2 05 Alat kantor dan rumah tan 
I 3 2 05 01 Alat kantor 60 
I 3 2 05 02 Alat rumah tan 60 
I 3 2 05 03 Meja dan kursi keria / rapat iabat 60 
I 3 2 06 Alat-alat studio dan komunikasi 
I 3 2 06 01 Alat studio 60 
I 3 2 06 02 Alat komunikasi 60 
I 3 2 06 03 Peralatan mancar 120 
I 3 2 06 04 Peralatan komumikasi navigasi 60 
I 3 2 07 Alat kedokteran dan kesehatan 
I 3 2 07 01 lat kedokteran 60 
I 3 2 07 02 Alat keschatan umum 60 
I 3 2 08 Alat laboratorium 
I 3 2 08 01 Unit alat laboratorium 96 
I 3 2 08 02 Unit alat laboratorium kimia nuklir 180 
I 3 2 08 03 Alat raga boraktek sekolah 120 

I 3 2 08 04 Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika 180 

I 3 2 08 05 Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan 120 
Radiation application and non destructive 

I 3 2 08 06 testing laboratory 120 
I 3 2 08 07 Alat laboratorium lingkun n hidup 84 
I 3 2 08 08 Perelatan laboratorium hidrodinamika 180 
I 3 2 09 Alat rseniataan 
I 3 2 09 01 Seniata api 120 
I 3 2 09 02 Perseniataan non scnjata api 36 
I 3 2 10 Komputer 
I 3 2 10 01 Komnouter unit 48 
I 3 2 10 02 Peralatan komputer 48 

I 3 2 15 Alat Keselamatan Kerja 
I 3 2 15 01 Alat Deteksi 60 
I 3 2 15 02 Alat Pelindung 60 
I 3 2 15 03 Alat SAR 24 
I 3 2 15 04 Alat Kerja Penerban n 120 
I 3 2 16 Alat pcraya 

Alat peraga. 

t 



, . 

~ KODEFIKASI 
URAIAN 

MASA MANFAA 
(BULAN] 

r 3 2 16 OJ Alat ra latihan dan 
3 2 17 Peralatan proses/ produksi 

rcontohan 600 
J 
J 3 2 17 01 Unit ralatan proses produksi ­, 3 2 18 Ram bu-rambu 120 

I 3 2 18 01 Rambu-rambu lalu lintas drat 
J 3 2 18 02 Rambu-rambu lalu lintas udara 

600 
600 

J 3 2 19 Peralatan Olah raga 
J 3 2 19 01 Peralatan Olahra 

3 3 Gedung dan ban 
36 

I nan 
I 3 3 01 Ban nan gedung 
J 3 3 01 OJ Ban nan gedung tem t kerja 

3 600 
I 3 01 02 Bangunan ung tem t tin J 600 
I 3 3 02 Monumen 
J 3 3 02 01 Candi/Tu ringatan/Prasasti 600 
J 3 3 03 Ban nan Menara 
J 3 3 03 01 Ban nan menara rambuan 480 
I 3 3 04 Tugu titik kontrol / oasti 
J 3 3 04 OJ Tu /Tanda Batas 600 
J 3 4 Jalan, iri si dan iarin n 
J 3 4 01 Jalan dan jembatan 
J 3 4 OJ OJ Jalan 120 
J 3 4 OJ 02 Jembatan 600 
J 3 4 02 "g= J 3 4 02 01 Ban; nan air iri si 600 
J 3 4 02 02 Ban nan n iran sang surut 600 

J 3 4 02 03 Bannan nengembansan rawa dan nolder 300 

I 3 4 02 04 
Bangunan pengaman sungai/ pantai dan 

120 [penanggulangan bencana alamn 
Bangunan pengembangan sumber air dan air 

J 3 4 02 05 tanah 360 
J 3 4 02 06 [@ngunan airers[bi 480 
I 3 4 02 07 Ban nan air kotor 480 
I 3 4 03 Instalasi 
I 3 4 03 01 Instalasi air bersih/air baku 360 
J 3 4 03 02 Instalasi air kotor 360 
I 3 4 03 03 Instalasi ngolahan sam h 120 
I 3 4 03 04 Instalasi nsolahan bahan ban nan 120 
I 3 4 03 05 Inslatasi mbangkit listrik 480 
I 3 • 03 06 Instalasi gardu listrik 480 
J 3 4 03 07 Instalasi rtahanan 360 
I 3 4 03 08 Instalasi gas 360 
J 3 4 03 09 Instalasi n man 240 
I 3 4 03 10 Instalasi lain 240 
I 3 4 04 Jarin 
I 3 4 04 01 Jarinsan air minum 360 
I 3 4 04 02 Jaringan listrik 480 
J 3 • 04 03 Jarin n tele n 240 
J 3 4 04 04 anmngan gas 360 

7 .- - {i/%- 
Diundangkan di Nanga Pinoh 
Pada tangga124 12 2017 * .SEKRETAR.!S OAERAH KABUPATEN MELAWJ, 

�­JVOT 
L 
TUS MULYONO 

BERTA DAERAH KABUPF EN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR u8 



NOMOR 
TANGGAL 
TENTANG 

8 
ad D&Keranen TAHUN 2017 

PENYUSUTAN TAHUN 2017 

ii~kiss',ZR ZEA:RE{z7«zser res o 
UPATEN MELAWL 

TABEL PENAMBAHAN MASA MANFAAT ASET TETAD 

394 PERATURAN BUPATI MELA 

KODEFIKASL URAIA N JENIS PERBAIKAN PERBEN TASE PERBAIKAN 
DARI NILAI BUKU 

(DILUAR PENYUSUTAN 

PENAMBAHAN 
MASA MANFAAT 

(BULAN) 

j 3 2 '[Peralatan dan mesin 
j 3 2 0 Alat Besar 
j3 2 0IOI [Alat­alat besar darat 

j 3 2 0I 02 [Alat­alat besar apuns 

1 3 2 0I 03 [Alat-alat besar bantu 

1 3 2 02 [Alat­alat angkutan 
1 3 2 02 0I [Alat angkutan darat bermote 

1 3 2 02 02 tAlat ang tan berat tak bermotor 

3 2 02 03 Alat angkut apung bermotor 

1 3 2 02 04 (Alat angkut apung tak bermotor 

I 3 2 02 05 (Alat any t bermotor udara 

I 3 2 03 Alat benskel dan ukur 
3 2 03 0I Alat benskel bermesin 

3 2 03 02 Alat bens :el tak bermesin 

1 3 2 03 03 Alat ukur 

I 3 2 04 Alat rtanian 
I 3 2 04 0I Alat ·nolahan 

Overhaul 

Overhaul 

Overhaul 

Overhaul 

Renovasi 

Overhaul 

Renovasi 

Overhaul 

Overhaul 

Renovasi 

Overhaul 

Overhaul 

0% s/d45% 
»46% s/d 60% 

>0% s/d 45% 
»46% 8/d 60% 

>0% s/ 45% 
46% s/d 60% 

>0% s/d 50% 
>51% s/475% 

>0% s/d 75% 

>0% s/ 50% 
»>51% s/d 75% 

0% s/d75% 

»0%s.445% 
>46%s, d60% 
»61%s, d75% 

»0% s/d 50% 
>51% s/d75% 

»0% s/d 75% 

0%s/ 50% 
»51% s/d 75% 

»0% s/d 50% 
>51% s/d 75% 

36 
60 

24 
48 

24 
48 

24 
36 

12 

24 
36 

12 

72 
108 

24 
36 

12 

12 
24 

24 
36 

3 
3 

3 

3 

3 
3 

3 

2 
2 

2 

2 

2 
2 

2 

OS 
05 

OS 

OS 

06 
06 

06 

Alat kantor dan rumah tang {a 

01 Alat kantor 

02 Alat rumah tan 

03 [Meja dan kursi kerja / rapat pejabat 

Alat-alat studio dan komunikasi 
01 Alat studio 

02 Alat komunikasi 

Overhaul 

Overhaul 

Renovasi 

Overhaul 

Overhaul 

>0% s/d 50% 
>51% s/d 75% 

»0%s d50% 
>51% $/d 75% 

>0% s/d 50% 

>51% s/d 75% 

»0% s/d 50% 
>51% s/475% 

>0% s/d 50% 
»51% s/d 75% 

12 
36 

12 
36 

12 

36 

24 
36 

24 
36 

' I : 3 2 06 03 Peralatan ·mancar Overhaul >0%s/d 50% 
»51% s/ 75% 

24 
36 

3 2 06 04 /Peralatan komunikasi navigas Overhaul »0% s/d 50% 
>51% s/ 75% 

24 
36 
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. 39 

­­ goDEPIKASL URAIA N JENIS PERBAIKAN 
PERSENTASE PERBAIKAN PENAMBAHAN 

DARI NILA! BUKU MASA MANFAAT 
DILUAR PENYUSUTANy (BULAN) 

-r 3 2 07 Alat kedokteran dan keschatan 

T 3 2 07 01 Alat kedokteran Overhaul >0%sd50% 24 ­ >51% s/475% ­ 36 

­r 3 2 07 02 Alat keschatan urum Overhaul >0%s, d50% 24 ­ »51% /d75% 36 

3 2 08 Alat laboratorium I 
I 3 2 08 01 Unit alat laboratorium Overhaul »0% s/d 50% 24 

»51% s/d 75% 36 

I 3 2 08 02 Unit_alat laboratorium kimia nuklir Overhaul 0%s/d 50% 60 
>51% s/75% 84 

' 3 2 08 03 Alat praktek sekolah Overhaul »0% s/d 50% 24 
»>51%$/75% 36 

' 3 2 08 04 Alat laboratorium fisika nuklir f 
Overhaul >0% s/d 50% 60 el ' 51%s/475% 84 

I 3 2 08 05 Alat proteksi radiasi / protcksi 
Overhaul »0% /d50% 48 linglen&a 

»51% $/d75% 60 

I 3 2 08 06 Radiation application and non Overhaul »0% s/d50% 48 
dest e test ra 

51% s/d75% 60 

' 3 2 08 07 Alat laboratorium lingkungan hidup Overhaul »0% s/d 50% 36 
51% s/75% 48 

' 3 2 08 08 Peralatan laboratorium hidrodinamika Overhaul »0% s/d50% 60 

>51% s/d 75% 84 

' 3 2 09 Alat rseniataan 
I 3 2 09 01 Se iata api Overhaul >0% s/d 50% 24 

»51%s. d75% 36 

' 3 2 09 02 erseniatnan non seniata api Renovasi >0%s. d75% 12 

3 2 10 Kom ter I 
I 3 2 10 01 Komputer unit Overhaul >0%s/d 50% 12 

>51% s/4 75% 36 

I 3 2 10 02 Peralatan kom ter Overhaul >0% s/d 50% 12 
»51% s/475% 36 

I 3 2 15 Alat Keselamatan Keria Overhaul »0% s/d75% 12 

I 3 2 IS 01 Alat Deteksi Overhaul >0% s/d 75% 12 

I 3 2 15 02 Alat Pelindung Overhaul »>0% 8/4 75% 12 

I 3 2 IS 03 Alat SAR Overhaul »0% s/d 75% 12 

' 3 2 IS 04 Alat Kerja Penerban Overhaul »0%s. d75% 24 ' 
' 

I 3 2 16 Alat raga 
I 3 2 16 01 »0% s/d75% 24 

Alat nerasa elatihan dan percontohan Overhaul 

I 3 2 17 Peralatan proses/ produksi 

' 3 2 17 01 Unit ralatan proses produksi Overhaul »0% sl475% 24 

I ' 3 2 18 Ram bu-rambu 
I 3 2 18 01 Rambu-rambu lalu lintas darat Overhaul 0%s.d50% 24 

»51% s/d 75% 36 

Rambu ram0. 
,, 

�' 
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18 02 Rambu-rambu lalu lintas udara 
(DILUAR PENYUSUTAN] 

(BULAN) 
3 2 r, Overhaul >0% s,'d 5@%, 24 

51% «/d 75% 36 
'T 3 2 19 Peralatan Olah a ­, 3 2 19 01 Peralatan Olah 

Overhaul >0% s/d 50% 12 
I 3 3 Oedung dan ban nan 
I 3 3 01 Ban nan gedung 
I 3 3 01 01 Ban nan gedung tem t keria Renovasi »0% s/d 50% 120 

»51% s/d 65% 180 

I 3 3 OJ 02 
Bangunan gedung tempat tinggal Renovasi »0% s/d 50% 120 

»51% s/d 65% 180 

3 02 I 3 Monumen 
I 3 3 02 OJ Candi/Tu rin tan/Prasasti Renovasi 0% s/d 45% 120 
I 3 3 03 Bangunnn Menara 
I 3 3 03 01 Bnn nan mnenara ram buan Renovasi »0% s/d 50% 120 

»51% /d 65% 180 

I 3 3 04 Tu titik kontrol / sti 
I 3 3 04 01 Tugu/Tande Batas enovasi »0% s/d 45% 120 

»46% $/d 65% 180 

I 3 4 Jalan, irigasi dan iaringan 
I 3 4 01 Jalan dan iembatan 
I 3 4 01 01 Jalan Renovasi »0% s/d 60% 60 

61% s/d 80% 120 

I 3 4 01 02 Jembatan Renovasi »0% s/d 45% 120 
»46% $/d65% 180 

I 3 4 02 Bangunan air 
I 3 4 02 01 Bangunan air irigasi Renovasi »0% s/d 10% 60 

»11%s/d 20% 120 

I 3 02 02 Ban neairan Renovasi »0%s/d 10% 60 4 nan sang surut 
11%s. d20% 120 

I 3 4 02 03 
Hangunan pengembangan rawa dan 

Renovasi »0% s/d 10% 36 older 
»11% /d 20% 60 

I 3 4 02 04 Bangunan pengaman sungai/ pantai Renovas »0 %s/d 10% 24 
dan penangulangan bencana alamn 

»11%s/d 20% 36 

l 3 4 02 05 
Hangunan pengembangan sumber air Renovasi »0% s/d 10% 24 
dan air tanah 

»11s. d20% 36 

I 3 4 02 06 Bansunan air berih / baku Renovasi »0% s/d 45% 120 
40% /d65% 180 

I 3 4 02 07 llanwunan r kotor Renovas 0 sld 45% 120 
40"% s/do5% 180 

I 3 d 03 Instaln 
I 3 d 03 0l [talus r bersih /ir bakeu Renovnsi »0% std45% 84 

»46 std65% 120 

I Intl r otor evn »0a sf 45% 8­4 
3 d 03 02 

40 s/d65% 120 

»0a sd45% 36 
I 3 d 0J 03 Instnln nolahn swrnpo h Renovn 

»40"% sd65% 60 

ntala 

« 
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.... 3 d 03 04 
instalasi nengolahan bahan bangnan Renovasi >0% s/d 45% I 36 

L »46% /d 65% 60 
V 

3 4 03 05 Inslatasi mban it listrike Renovasi 7 >0% s/d 45% 120 
V 46% s/d 65% 180 

3 4 03 06 Instalasi gardu listrik Renovasi »0% s/d 45% I 120 
»>46% s/d 65% 180 

3 4 03 07 Instalasi rtahanan Renovasi »0% s/d 45% I 36 
46% s/d 65% 60 

I 3 • 03 08 Instalasi gas Renovasi »0% 6/d 45% 120 
46% s/ 65% 180 

I 3 4 03 09 nstalasi ngaman Renovasi »0% s. d45% 12 
»46%s/d65% 36 

I 3 4 03 10 Instalasi lain Renovasi »0% / 45% 12 
»46% s/d 65% 36 

Jura I 3 4 04 
I 3 4 04 01 Jaring air minum Overhaul »0%$, d45% 84 

»46%s/d65% 120 

1 3 4 04 02 Jarin listrik Overhaul »0%s,d45% 120 
»46% s/d65% 180 

I 3 4 04 03 Jarin tel Overhaul »0%s/d45% 60 n 
»46% s/d65% 120 

I 3 4 04 04 Jarin Overhaul »0%s/d 45% 84 
»46% 8/d 65% 120 

=== 2% ­ 
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Diundangkan di Nanga Pinoh 
pada tanggal 3 ­­12­ 2017 
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{AMPIRAN III PERATURAN BUPATI MELAWI 
NOMOR 448 TAHUN 2017 
TANGGAL 28 D&5crape2 TAHUN 2017 
TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP DAN 

AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD KABUPATEN MELAW 

TABEL MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD 

MASA MANFAAT KODEFIKASI URAJAN (BULAN) 

5 3 01 01 ASET TAK BERWUJUD -- l 
Software Komputer 4 L 

10 ­­­ Lisensi 
5 Franchise '19 ___ i­­­ Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. I 
10 Hak Paten Sederhana .. 

Hak Cipta Atas Ciptaan Gol. II so - 25 - - Ha Cipta Karya seni Terapan so Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan -- L 
50 - -- Hak Ekonomi Produser Fonogram 20 Hak Ekonori Lembaga Peny - -- -- 20 

Paten Biasa 10 -- -- Merek 10 
Desain Industri 10 
Rahasia Dagang Semusim 20 -- Perlindungan varietas Tanaman """,~i Ins -- Perlindungan Varietas Tanaman_Tah 

AR BUPATI MELAWI, 

A:\. ­ ii - 

di Nanga Pinoh 
bindangk, ii- 2017 
pada tanggal· ' 30PATEN MELAwI, 8 

� SEKRE'fARIS DAERAH KAB 

.J).., !VDT s MULYONO 
48 

eN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 
H KABUPA 

BERITA DAERA 

398 


